LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 19

i »TA.HUN 20_01 SERI B NOMOR 6
B, SSS e RRa e ——— Y reom——

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA]
NOMOR 15 TAHUN 2001

T .
merumbung

Mengingat

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

a,

b.

(2]

)

BUPATI BANGGAI

bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan
secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan
Bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta
ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, maka setiap Kendaraan
Bermotor Wajib Uji untuk memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan ;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tentapg Pelimpahan Kewenangan
Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
maka Retribusi Pengujian  Kendaraan  Bermotor
merupakan Xewenangan Pemerintal Kabupaton

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b
diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pemventukkan Daerah - daerah  Tingkat I
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 lenlany
Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209 );

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomwr 75, Tanibahan Lenibaran Negara
Nomor 3486 );

77
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;;Tndan'g - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentane
i - o
emerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun

1999
b I;T?mor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Unfiang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Sim Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348 ) ;

’

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - undang  Nomor 51
Tahun 1999 tentany Fembentukan Kebupaten Buol,
Morowali dan Kabupaten Ranggai Kepulanan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 );

Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang - undang Nomor & Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana ( Tembaran Negara

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negrara

Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran,
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
INegara Nomor 3410 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkulan Jalan { Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan  Kendaraan  Bermoter

( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3528

~—
j3A]
—
[
k3

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara

- Te =12
Tahun 1993 Nomwor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529 ):
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14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentany

Kendaradn dan Pengemudi ( Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negar:,
Nomor 3539 )i ’

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dj
Lingkungan Pemerintah Daerah :

16. " Peraturan Dacrah Kabupaten Banggai Nomor 11

Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Tingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai ;

17.  Peraturan Dacrah Kabupaten Banggai Nomor 20
Talun 2000  tentang Kewenangan Kabupaten
Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor
13). .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Mene{‘apkan *  PERATURAN DAERAH KABUPATEN . BANGGAI
TENTANG REIRIBUSI PENGUjJIAN KENDARAAIV
BERMOTOR -
BAB T

KETENTUAN UMUM

Pasal ?

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksucl dengan :

a.
b,

e

. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonoin
lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah,

Bupati adalah Bupati Banggai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan

Legislatif Daerah.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai .

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis vang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk, unluk menjamin agar
kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan,

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atit
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

Dipindai dengan CamScanner
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Kel] K Zat e - . . . ;
daraan Wajib Uji adalah seliap kendaraan yang berdasackan Peraluran

Aib  divjikan wntuk menentukan
penumpang umum, mobii barang
An dan kereta tempel yang dioperasikan

e o 2% i s ot
2 aan khusus, keraty gandeno,
dijalan. ©
g;?i?u;?kiltﬁ :iﬂlah dseﬁap ke.ndaman bermoter yang disediakan untuk
Mobil P um engan dipungut bayaran.

Cnumpang adalah sctap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
g:;ausl; pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotr yang dilengkapi lebih dari
8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, haik
dengan mAupun tanpu perlengkapan ba gasi.
Mobil Barang adalah setiap kendaraan ber
penumpang dan mobil bus,

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan
bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperiuan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus.

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat ita sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang . untuk ditarik dan sebagian  bebannya ditumpu
oleh kendaraan penariknya.

Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap
setiap kendaraan wajib uji. ’

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentul: buku berisi
data dan legimitasi hasil pengujian sctiap kendaraan wajib uji.

Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah divji dengan hasil baik,
berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenis. .

Laik Jalan adalah persyaratan minimun kondisi suata kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran
udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, persercan lainnya, badan usaha mdlik negara atau
daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan 1saha lainnya.

Retribusi Jasa Umum iadalah Retribusi atas’ jasa yang disediakan atau
diberikan ocleh Pemerintah Daerah untuk tujuan  kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat
disebut Retribusi adalah pembayaran atas  pelayanan pengujian
kendaraan  bermotor sesuai Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. o
Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan
atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peratumln Perundang -
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Relribusi.

motor selain dari mobil
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: }I;/iagsia iil;x;?uile ;ii}il;;tlx ]aul;gtﬁak waktu t':;te?'ru yang merupakl'fm batas wakt1
bermotor. memanfaatkan jasa pengujian kendaraan
g;:'iaot é’gndz;t;ltai':;: Objek Retribusi ‘Daerah yang selanjutnya dapat disingkat

, ada surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untulk
melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasa-
perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Perundang --

undangan Retribusi Daerah. ) .
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. .

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan

atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap

SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh

pihak keliga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan

dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasar.

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan

" Perundang - undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang;
selanjuinya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang;
Retribusi Daerah yang terjadi serta menenuikan tersangka.

AB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi
sebagai pembayaran alas pelayanan jasa pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

&

® e o T

. Mobil Bus

Mobil Penumpang Umum
Mobil Barang

Kendaraan Khusus

Kereta Gandengan

Kereta Tempelan
Kendaraan Lainnya
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(2) Jasa pengujian kendaraan bermotor meliﬁuti "

Jasa Pengujian Pertams dan Berkala
Penyediaan Buknu Uji dan Tanda Uji
Tanda Uji sepasang dan Tanda Samping.
Jasa Pengecetan dan Nomor Uji.

Ao o p

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa
pengujian kendaraan bermotor. ) )

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penggujian kendaraan bermotor didasarkan atas
frekuensi penggujian kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengguijian kendaraan
bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan .

(2) Blaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik
kendaraan, perlengkapan dan peralatan, buku uji, tanda uji dan segel .
pengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda Samping,.
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BAB vI \/

STRUK )
TUR DAN BESARNYA TARTF RETR1BUS|

Pasal g

(1) Struktur tarif rejy{
@) . Slruktur dap iﬁ’ihbum digolongkan berdasark

an jenis kendaraan bermotor
% esarnya larlf relr .
berikut ; d retel

busi sebapaimana ayat (1) ditelapkan sebagai

a. P
i P.I'lengkapa_n Pengmi:\_p

y puku Uit Kendaraan Rp. 10.000,-
3' Panda U]1. dan Segel sepasang/pening Rp. 5.000,-
. ,Cngganhan Buku Uji rusak/ hilang Rp. 10.000,-
4. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang (pening) Rp. 5.000,-
5. Pembuatan dan pemasangan tanda samping '
- Baru Rp. 10.000,-
- Gant masa berlaku uji Rp. 2.000,-
6. Perubahan Status fungsi kendaraan Rp. 20.000,-
7. Modifikasi chasis, mesin karoseri Rp. 25.000,-
8. Menumpang Uji/Kendaraan Luar Daerah Rp. 20.000,-
9. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk Daerah Rp. 25.000,-

b. Pengujian pertama :

L. Mobil Barang : 0 -1000 Kg Rp. 20.000,-
1001 - 3000 Kg Rp. 30.000,-

3001 - 5000 Kg Rp. 40.000,-

5001 - 7000 Kg Rp. 50.000,-

s/d 8000 Kg keatas Rp. 60.000;-

2. Mobil Bus 9 - 15 seal ' Rp. 30.000,-
16 - 26 seat Rp. 40.000,-

27 seat keatas Rp. 50.000,-

3. Mobil Penumpang Rp. 20.000.-
4. Kendaraan khusus Rp. 50.000.-
5. Kereta Gandengan / tempelan Rp. £0.000.-
6. Tractor Head Rp.100.000.-

c. Pengujian Berkala :

1. Mobil Barang :  0-1000 Kg " Ryp. 10.000.-
1001 - 3000 Kg Rp. 15.000,-

3001 - 5000 Kg Rp. 20.000,-

5001 - 7000 Kg Rp. 25.000,-

s/d 8000 Kg keatas Rp. 30.000,-

2. Iviobil Bus : G - 15 seat Rp. 15.6G5,-
16 - 26 seat Rp. 20.000,-

27 seat keatas Rp. 25.000,-

Mobil Penrumpang Rp. 10.000.-

Kendaraan khusus Tij. 28838-
Kereta Gandengan / tempelan Rp. EEO.OOO._—
Tractor Head Rp. 50.000.

o O
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Ve
d. Penilaian Kondisi Tehnik Kendaraan ( prenghapusan )

12. Mobil Barang Rp. 175.000
) . M ' Sy A e SV
3 1\402%1 Bus Rp. 150.000.-

- Mobil Penumpang Rp. 100.000.-
g. Kendaraan Khusus Rp. 125.000.-
o.  Kereta Gandengan / tempelan Rp. 75.000.-
6. Sepeda Motor Rp. 50.000.-

e.

Jasa Non Pengujian Berkala

.S.e-hap Kendaraan Jenis bukan wajib uji yang akan meminta pelayanan
Jasa pengujian Kendaraan Bermolor dikenakan Relribusi :

1. Sepeda Motor

Rp. 50.000.-

- 2. Kendaraam Beroda Empat - Rp. 100.000 -
(°) IFenyesuaian tarif selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan
persetujuan DPRD.
BAB VIl
’ WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 2
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai sebagai tempt

pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanvya 6 (enam) bulan.

Pasal 11
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Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
+

Tata Cara pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati dengar
memperhatikan ketentuan Peraturan I'crundang - undangan vang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner
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BAD X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembuyuran Res
t‘klb i \ ’ - roye
yang djtﬁnjuk o usi Daerah dilakukan i Kas  Daerah atau tempat lain

2i ) ;
Ao ual waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD
i linnya yang dipersamakan,

(2) Dala
- m hal pombava L : .
penerimaan }Rcu'{"h‘m" dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
lambatnya 1 x 2 tbust Daerah harus disetor ke Kas Dacrah  selambat-
YA LX 2 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati,

Pasal 14

(1) Pembavaran retribusi hy
(2 Pembavaran Re
pembayaran,
(3) Setiap Pembavaran dicatat d
) Bentuk, i, Kualit

arus dilakukan secara tunai |
tribusi sebagaimana dimalsudd avat (I dibernikan tanda bukti

alam buky penerimaan

A 4, ukuran buku dan tanda bubti pembayaran retribus
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB \I
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 15
1} Setiap Kendaraan Rermotor yang digunakan diialan waiib  memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
1

wl- : . . R RV . ; 3. o
(=) Untuk mencapai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud

avat (1) wajib dilakukan :

a. Pengujian Berkala dan penilaian Teknis
b. Perawatan dan Pemeliharaan
¢. Pengawasan dan Pengendalian,

Bagion Kedua
Pemyaralan Penpujian Beckala

Pasal 106

(1) Setiap  pemilik atau pemeygany Kendaraan Bermotor, Nereta Gandeny dan
Kereta Tempelan yang akan mengajukan Pencuiion Berkala harve
mengajukan permohonan kepada Dinas

r ' RIS 3 i i At (1) harpe momonuhi
-} rermchonan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai benikut :

Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian ( SKPP ).
Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Tanda Tati Diri

Bukt Pelunasan Biaya Uji

fu D o

Dipindai dengan CamScanner
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(3) Pendaftaran
lambalnya 1;? :uﬂfplzlteia:l(zam;km} Wi berkala selanjutnya dilakukan selambat-
(4) Bagi Kendaraan w o) hatl sebelum asa Wi berlaku,

. ( ajib Uji vane
berada ditempat pendaftaran, m: .
pada daerah dimana ia berada

ada saat pelaksanaan rengujian tidak
maka pelaksanaan pengujian dapat dilakukan

Bagian Ketiga
Pengujian Berkala

Pasal 17
SeHap
- iL( Kendaraan Bermotor, Kereta Gandenean dan Kereta Tempelan wajib
a kan Uii y = )
sanakan Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

\

(1) I TEITg'LIjian Berkala sebagaimana dimaksud pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas
(2)  Unit Pengujian Berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit
pengujian keliling.
3)  Bukt dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebaguimana dimaksud
pada Pasal 17 diberikan Tanda Bukti Lulus Uji yaitu :
a. Buku Uji
b. Tanda Uji Berkala ( Pening )
¢. Tanda Samping dan Nomor Uji pada badan kerdaran

Pasal 19

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji .
b. Terdapat perubahan dan atau penggantian yang menyebabkan tidak:
sesuai dengan aslinya.
¢. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2) Setiap pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji sclambat-lambatnya 14
( empat belas ) hari setelah diterbitkan STNK, wajib mendapatkan Surat
Keterangan Pelaksanaan Pengujian  Pertama  dengan mengajukan
permohonan sesuai Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(3) Kewajiban untuk Uji Berkala selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah
diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian pertama kali.
(4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama  dan Berkala
ketentuan sebagai berikut :

memuat

a. Berat Kosong Kendaraan.
b. Jumlah berat yang dijjinkan untuk kendaraan bermoter tunggal.

c. jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkainya, kereta

gandengan dan kereta tempelan.
d. Daya angkut orang atau barang.
c. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 20

4

(1) Ketentu
\ -2 an kendaraan i . -
tertulis kepady i yang dinyatakan tidak Inlns wji diberitahukan secara

memuat : pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya
}; ‘1: ;Erlljaikan yang harus dilakukan
. Wak n temm : y
(2) Pemilix ;umi&l;e;::;:;uf:fd dilakukan pengujian ulang .
ayat (1) diberikan ]:';n g1g<a won katiafnl y ang1 m@ﬁlﬂ];uljilr'l perball:‘an sel?agaimmm
tidak diperlakulk ¢ selama-lama 30 { L_iga pu'luu ) hari .dan sa'r'ta
) Pemih‘kper akukan sebagai pemohon baru dengan tidak dipungut biaya uji.
atau pemegang kendaraan wajib melakukan perbaikan kendaraan
untuk memenuhi kriteria kelaikan jalan, dibengkel umum yang telah
menda. patkan jjin pengusaha bengkel. ’
4 P ‘-‘ngﬂ}iﬂn. ulang dilakukan setelah pemilik slau pemegang kendaraar:
menunjukkan bukti keterangan dari Petugas Penguji dan Bukti / Surin
. Ketersngan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum,
) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat (3) ternyata tetap tidak lulus
uji maka untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru,

Pasal 21

Persyaratan dan ketentuan Petugas Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

mAR VIT
[s Ve SV EEENAN § §

RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 22

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat
oleh produsen bengkel karoseri , modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun
dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan jenis beban
sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka

landasannya.

a.

b. Pada bagian dalam kendaraan bermcter tidak boleh terdapat bagian yang
menonjol yang dapat membahayakan kesclamatan.

c.  Ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk
dan atau pintu keluar.

d.  Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diatas dan pengancing harus
dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.

' T o= e ol o aan bermotcr
FEngsel pintu samping kecuali pintu screng, nada sisi kendaraan bermotcr

harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan
bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arzh

kendaraan.

14
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Pasal 23

-~
—
S

Seti i ‘

P:::gk sl;:;frilk karssen 1/ bengkel konstruks; / bak muatan vang
akan di " 1 1iTars 1 .

e darig;;;:azn untuk umum qan aiWilayah Daerah wajib

(2) Setiap hasil fancang bangun / karoseri / konstr

sebagaimana ayat 1-diberikan ¢ uksi dan bak muatan

urat keterangan benglel,

BAB X111
PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Untuk menjamin bahw
tempelan agar tetap
pengawasan,

(2) Pelaksanaan pengawas
a.  Terminal
b, Ruas Jalan
¢ Pos-pos tertenty lainnya ( Check Point )

(3} Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan
laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penguji :

a. Mencabut tanda bukti lulus uji
b. Memerintahkan secara tertulis untuk dijakwkan uji ulangan.

(4) Tata cara polaksanaan pengawasan scbagaimana dimaksud aya

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

a kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan

an sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukandi :

t (1) diatur

BAB XIV
PEMERIKSAAN KENDARAAN DIJALAN

Pasal 25

(1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan
angkutan Jalan  dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor
dijalarx.

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud avat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang, berlaku,

-~
N9
S—

BAB XV

aans

, KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampuai
jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung scjak saat terutangnya retribusi,
kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

{2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila : '

a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; o
b. Ada Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dipindai dengan CamScanner
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B‘AB XVI1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam  hal wijib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

memba

yar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari retribusj yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAR XVIT

N aa

PENYIDIKAN

Pasal 28§

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan Pemedntah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. i

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a.

[

Menerima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti kelerangan abeit
laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

Mereliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan’tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah tertentu.

Meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah ;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukaca
penyitaan terhadap bahan bukt tersebut ; ‘
Meminta b’dni‘u)an tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tuguy
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawah scba gaimana dimaksud hurufe ;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangnnya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
Umum. bahwa tidak terdapat cukup bukH, atau perisiwa tersebut
bukan merupakan lindak pidana dan selanjuinya melalui Penyidik
Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penutut Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dipindai dengan CamScanner
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BAB XVIT1
KETENTUAN PIDANA
4

Pasal 25
1 .. S :
(1) ]\;\1/:1]_1:7 ' Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
Y gikan keuangan c}aerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam
& b ;: atau defada paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.
2 enda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan

Daerah dan disetor lan as
. ‘ gsung ke Kas Daerah,
(3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Dearah ini maka segala ketentuan yang mengatur
tentang Retribusi Pengujiun Kendaraan Bermotor dinyatakan lidak berlaku lagi.
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturar. Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten

Banggai.

Disahkan di Luwuk
.' : jp\nda tangga] 2 ]1]“ 2001

N
'HB.U leTI BANGGAI

4 BYUYDARTO

NGBS '
Diundangkan di Luwuk
_Pada tanggal 3 juli 2001
/:” SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI
O frm——e o
SRR PAVAC X2 7 A
R

AN M. SALEH AKUM

"Lem>baran Daerah Kabupaten Banggai Tahiin 2001 Nomor 19 Seri B INomor 6
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